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Abstrak 
 

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research/content Analysis) dengan 

jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan hukum Islam dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa orang tua boleh menghibahkan harta kepada anaknya, penghibahan 

dilakukan dengan memperhatikan keadilan antar anak-anaknya. Meskipun orang tua dapat 

menarik kembali hibahnya, alasan dan pembuktian yang berdasar harus dimiliki, sebab 

hibah tidak serta merta dapat ditarik kembali, meskipun hibah tersebut diberikan dari ayah 

kepada anaknya. Pada perkara yang dibahas dalam penelitian ini, Majelis Hakim 

memutuskan menolak gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh ayah terhadap anak-

anaknya, terdapat beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadikan 

gugatan pembatalan hibah ditolak, terutama karena Penggugat tidak menyerahkan bukti 

yang dapat menguatkan dalil gugatannya dan karena tidak adanya persetujuan mantan 

istri untuk menarik kembali hibah dari harta bersama.  

Kata Kunci: Harta Bersama; Pembatalan Hibah; Putusan Pengadilan Agama 

 

Abstract 
 

This research is a literature study (library research/content analysis) with the type of 

normative legal research through a statute approach, an Islamic law approach and a case 

approach. The results of this study conclude that parents may donate assets to their 

children, grants are made by paying attention to justice between their children. Even 

though a parent can withdraw the grant, a valid reason and evidence must be had, because 

the grant cannot be withdrawn immediately, even though the grant is given from the father 

to his child. In the case discussed in this study, the Panel of Judges decided to reject the 

grant cancellation lawsuit filed by the father against his children. the absence of the ex-

wife's consent to withdraw the grant from the joint property. 

Keywords: Joint Assets; Cancellation of Grants; Religious Court Decision 
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PENDAHULUAN 

Konsep kepemilikan dalam Islam diarahkan dan diatur untuk 

menuju kemaslahatan. Penjagaan atas harta juga termasuk dalam salah 

satu maqasid syari’ah yang penting untuk dijaga, selain juga dari 

pentingnya memelihara agama, akal, nyawa dan keturunan (Zahrah, 

1994:549-552). Secara garis besar kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu 

kepemilikan sempurna (kepemilikan atas benda dan manfaatnya 

sekaligus) dan kepemilikan tidak sempurna (hanya berhak atas 

bendanya atau hanya berhak atas manfaatnya). Meskipun ada 

kepemilikan sempurna, namun dalam Islam kepemilikan itu semua 

bukan secara mutlak melainkan pada hakikatnya kepemilikan itu 

adalah titipan Allah Swt., yang dalam penggunaanya juga harus 

mengikuti aturan dari pemilik aslinya yakni Allah Swt (Anshori, 

2018:2).  

Sedikit berbeda dengan aturan kepemilikan pada hukum perdata 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

Dalam hukum perdata hak milik atau yang dikenal dengan eigendom 

merupakan kepemilikan sempurna, yang memperbolehkan pemiliknya 

melakukan apapun atas hak miliknya asalkan tidak melanggar aturan 

yang berlaku, tidak mengganggu orang lain dan tidak 

menyalahgunakan haknya (misbruik van recht) (Abdulkadir, 2000: 143-

145). 

Hak kepemilikan dapat berpindah dengan berbagai cara (selama 

dengan cara yang diperbolehkan), dalam hal ini permasalahan akan 

menyangkut mengenai pemindahan hak milik, khususnya atas tanah 

berupa sawah dan bangunan rumah. Terkait dengan hak kepemilikan, 

menurut Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut 

PP) Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

ada beberapa cara pemindahan hak atas kepemilikan atas tanah 

ataupun hak milik atas satuan rumah susun yakni melalui jual beli, 

tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui 

lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui bahwa salah 
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satu cara pemindahan kepemilikan ialah dengan cara hibah. Menurut 

Abdul Ghafur Anshori (2018) dalam bukunya Filsafat Hukum Hibah 

dan Wasiat di Indonesia, hibah merupakan pemberian suatu benda 

tanpa dengan imbalan dan dengan sukarela dari seseorang yang masih 

hidup kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

Pasal 1666 hibah atau disebutkan sebagai  

“penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya 

kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. 

Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-

orang yang masih hidup.” 

Di dalam Buku Kesatu KUH Perdata mengenai Orang, juga 

mengatur masalah hukum keluarga, seperti pembahasan mengenai 

perkawinan, pembubaran perkawinan dan hal yang terkait dengan itu. 

Mengenai pembubaran perkawinan atau yang biasa dikenal dengan 

perceraian bisa disebabkan oleh beberapa alasan. 

Perceraian akan menimbulkan dampak seperti putusnya 

hubungan suami istri, pembagian harta bersama, pembagian nafkah 

kepada anak, dan lainnya. Itu juga yang terjadi kepada mantan suami 

istri pada perkara ini, perceraian yang terjadi pada 26 September 1996 

menimbulkan beberapa perjanjian baru di antara keduanya dengan 

juga kedua anaknya. Pada tanggal 17 dan 24 September 1998 mantan 

suami dan mantan istri membuat perjanjian pembagian harta untuk 

anak-anaknya, berupa; satu unit rumah kayu uling (rumah panggung) 

dan satu petak sawah seluar 20 are yang terletak di Maralleng, Desa 

Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (yang merupakan 

harta bersama keduanya). Kemudian dalam perjalanannya mantan 

suami menggugat pembatalan hibah atas harta yang telah dihibahkan 

kepada anak-anaknya tersebut. Dengan alasan tergugat 1 dan tergugat 

2 (kedua anaknya) tidak memanfaatkan pemberian dan penyerahan 

kedua objek tersebut sebagaimana mestinya, serta penggugat merasa 

bahwa hal tersebut telah melebihi batas maksimal pemberian orang tua 

kepada anaknya yakni 1/3 bagian. Mengenai “harta bersama suami dan 

istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" penggugat 

menganggap kata dapat tersebut bukanlah merupakan syarat 

kumulatif, sehingga apabila salah satu diantara keduanya merasa 
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pemberian hibah sudah tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka 

penggugat dapat saja mengajukan pembatalan atas hibah tersebut. 

Namun, kemudian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat 

yang bermaksud ingin membatalkan hibah tersebut dengan alasan 

tidak sesuai dengan kemanfaatannya, dan Majelis Hakim telah 

memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya, namun Penggugat tidak pernah mengajukan bukti 

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat 

dinyatakan tidak terbukti. Menimbang juga, bahwa karena gugatan 

Penggugat tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan 

Penggugat ditolak (berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Barru 

Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks). 

Sedangkan yang diketahui selama ini bahwasannya dalam Pasal 

714 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “apabila orang 

tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali 

hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.” Juga dalam Pasal 212 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “hibah tidak dapat 

ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”  

Juga diketahui bahwasannya surat perjanjian pemberian harta 

kepada Tergugat I dan Tergugat II (anak Penggugat) dibuat pada tahun 

1998, yakni ketika Penggugat dengan Tergugat III (mantan istri 

Penggugat) telah bercerai (sejak 1996). Yang mana seharusnya harta 

bersama juga sudah dibagi, sesuai dengan Pasal 97 KHI yang berbunyi 

“Janda atau duda cerai masing‐masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan.” Maka bisa dikatakan setengah dari harta tersebut sudah 

menjadi milik masing-masing, bukan sebagai harta bersama lagi. 

Diketahui dari hal-hal tersebut terdapat perbedaan antara aturan 

hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana 

seharusnya seorang ayah dapat mencabut hibah yang telah diberikan 

kepada anaknya, namun dalam Putusan yang dibahas gugatan 

pencabutan hibah ayah kepada anaknya ditolak. Maka dari itu saya 

bermaksud untuk meneliti tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim 

atas penolakan yang dilakukan terhadap gugatan pembatalan hibah 
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yang diajukan ayah terhadap anaknya atas harta bersama setelah 

perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks, serta bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap ditolaknya pembatalan hibah yang diajukan ayah terhadap 

anaknya atas harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks. 

 

LANDASAN TEORITIS 

1. Penarikan Hibah Menurut Nash 

Di dalam Al-Quran tidak disebutkan dalil mengenai penarikan 

hibah secara spesifik. Sedangkan di dalam hadits disebutkan mengenai 

hal ini. sebagaimana hadits berikut: 

Abu Daud (Sunan Abu Daud, No. 3539), At-Tirmidzi (Sunan At-

Tirmidzi, No. 1299), Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, No. 2377) [Ibnu 

Hibban] (Shahih Ibnu Habban, No. 5126) dan Al-Hakim (Mustadrak Al-

Hakim (2/46)) meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Dan itu dia 

riwayatkan juga dari Riwayat Amr bin Syu’aib dari Thawus. 

Disebutkan darinya, dari ayahnya, dari kakeknya diriwayatkan oleh 

An-Nasa’i (Sunan An-Nasa’i, No. 3689) dan yang lainnya. 

روِْْروَِايةَِْْمِنْ  تَ لَفَْْوَقَدِْْطاَوُسٍ،ْعَنْ ْشُعَي بٍ،ْب نْعَم  هِْْعَنْ ْأبَيِهِْ،ْعَنْ ْعَن هُ،ْفَقِيلَْْفِيهِ،ْعَلَي هِْْاِخ  جِدِ 
هِِْْالنِ سَائِي ِْْرَوَاهُْْ   وَغَيْ 

يُْ ع طِْ اْل واِلِدُْفِي مَا هَاْإِلََّ ْيَ هَبَْهِبَةًْفَيَْ جِعَْفِي   يُْ ع طِيَْعَطِيَّةً،ْأَو  أَْن  يْوَلَدَهُ،ْوَمَثَلُْْقَ و لهُُ:ْلََْيََِلُّْلرَِجُلٍ
كَْمَثَلِْال كَل بِْيََكُلُْفإَِذَاْشَبِْ يَ ر جِعُْفِيهَا، عَادَْفِي هِْ)رواهْالنسائيْ(الَّذِيْال عَطِيَّةَْثَُُّْ  عَْقاَءَْثَُُّْ

“Dari riwayat Amr bin Shuaib, dari Tawus, dan dia berselisih tentang 

hal itu, dan dikatakan tentang dia, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan 

oleh Al-Nasa'i dan lain-lain. Dikatakan kepadanya ’Tidak halal seseorang yang 

telah memberikan pemberian kemudian dia menariknya kembali, kecuali 

pemberian yang diberikan ayah kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang 

yang memberikan pemberian lalu dia menariknya kembali ialah seperti anjing 

yang makan, hingga terasa kenyang dia muntah kemudian memakan kembali 

muntahnya tersebut.’” (H.R. Al-Nasa'i), (Ibnu Hajar al-Asqalani, 

Talkhisul Habir, h. 526). 

Kemudian dalam hadits lain disebutkan: 
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وَالِِمِْ ْمِنْ ْفَكِلُوا": قَ و لهِِْْسِوَىْمَاجِهُْْب نِْلَِِْْوَاللَّف ظَْْعَائِشَةِْ،ْحَديثِْْمِنْ   ."أمَ 

بِكُمْ ْمِنْ ْأَكَّل تُمْمَاْأَط يَبُْ": وَغَيُّوهُْْدَاوُدْ ْأَبِْْروَِايةٍَْْوَفِْ بِكُمْ ْمِنْ ْأَو لَََدكَُمْ ْوَإِنَّْْكَس    "ْكَس 

 )رواهْابنْماجهْ(

“Dari hadits Aisyah, lafadz Ibn Majah tidak lain adalah perkataannya: 

‘Maka makanlah dari harta mereka.’ Dan dalam riwayat Abu Daud dan 

Ghoyuh: ‘Sebaik-baik apa yang kamu makan adalah dari apa yang kamu 

usahakan, dan anak-anakmu dari apa yang kamu usahakan.’” (Ibnu Hajar al-

Asqalani, Talkhisul Habir, 5/2582). 

2. Pencabutan Hibah Menurut Ulama Madzhab 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberi hibah dapat 

mencabut hibahnya atau tidak, yang dalam penjelasan menurut ulama 

ialah sebagai berikut: 

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tetap sah untuk 

pemberi hibah meminta kembali hibahnya meskipun telah diambil alih 

oleh penerima hibah. Namun lebih baik jika pemberi hibah 

mengambilnya sebelum diambil alih penerima hibah, karena belum 

sempurnanya hibah jika belum diambil alih (Abdurrahman al-Jauzi, 

Fikih Empat Madzhab, Jilid 4, h. 460). Imam Abu Hanifah berpendapat 

setiap orang dapat mengambil kembali hibahnya, kecuali hibah yang 

diberikan kepada kerabat yang diharamkan untuk dinikahi (al-Faqih 

Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid Jilid 2, h. 663). Adapun terdapat 

pendapat lain yang membolehkan menarik hibah kecuali kepada 

kerabat yang dapat dinikahi, pendapat ini didasarkan pada atsar 

berikut: 

ِْعَْ ْدَاوُدَْب نِْالْ ُصَيْ  ثَنِِْمَلِكٍْعَن  طََّابِْقاَلَْْحَدَّ ْأبِْغَطفََانَْب نِْطرَي فٍْال مُر يِِ ْأَنَّْعُمَرَْب نَْالْ  ن 
ْوَهَبَْهِبَةًْيَ رَىْأنََّهُْ هَاْوَمَن  هِْصَدَقَةٍْفإَِنَّهُْلََْيَ ر جِعُْفِي   ْوَهَبَْهِبَةًْلِصِلَةَْرَحَمٍْأَو عَلَىْوَج  ْإِنَََّّْأرَاَدَْْمَن 

هَابِِاَْالث َّوَابَْفَ هُوَْعَلَىْهِب َْ يُ ر ضَْننِ    تَهِْيَ ر جِعُْفِي  هَاْإِذَاْلََْ 

“Telah diceritakan kepadaku Malik dari Daud bin Al-Husain dari Abu 

Ghatafan bin Ttharif Al-Mari bahwa Umar bin Khatab berkata, ‘Barang siapa 

memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahmi, atau untuk 
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tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barang siapa 

memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia boleh 

menariknya kembali jika dia tidak ridha dengan hibah tersebut.” (HR. Malik)  

Imam Ahmad dan ahli Zhahir berpendapat bahwa tidak 

seorangpun diperbolehkan menarik kembali pemberiannya (al-Faqih 

Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 

Mujtahid, Jilid 2, h. 663). Ulama yang berpendapat akan hal ini berhujjah 

pada keumuman hadits shahih (Abu Daud at-Thayalisi, Musnad Abu 

Daud 4/372): 

عَلَي هِْوَسَلَّمَْقاَلَ:ْال عَائِدُْفِْهِْ ْسَعِيدِْب نِْال مُسَيِ بِ،ْعَنِْاب نِْعَبَّاسٍ،ْعَنِْالنَّبِِ ْصَلَّىْاللهُْ بَتِهِْْعَن 
ْ)رواهْابوْداوودْ(  كَال عَائِدِْفِْقَ ي ئِهِْ

“Dari Sa’id bi Musayyab, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw bersabda: Orang 

yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali 

ludahnya.” 

Namun juga terdapat pendapat lain dari Ulama madzhab Hambali 

berpendapat mengenai perkara ini, hibah dapat diambil kembali 

sebelum terjadinya pengambil alihan. Sedangkan apabila telah terjadi 

pengambil alihan barang hibah oleh penerima maka tidak ada hak bagi 

pemberi hibah untuk mengambil kembali hibahnya, kecuali untuk 

seorang ayah kepada anaknya. Dalam madzhab ini meminta kembali 

hibah hanya berlaku untuk ayah kepada anaknya, tidak berlaku untuk 

ibu, kakek, nenek atau yang lainnya jika barang hibah telah diambil 

alih. 

Dari beberapa penjelasan di atas, kebanyakan Ulama 

memperbolehkan ayah untuk menarik kembali hibah dari anaknya, 

akan tetapi beberapa juga berpendapat bahawasannya makruh 

hukumnya orang tua menarik kembali hibahnya jika tanpa adanya 

alasan (Imam an-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab: 50). 

Alasan-alasan untuk orang tua dapat menarik kembali hibahnya 

tersebut di antaranya:  

1) Karena anak tersebut mendurhakai orang tua; 

2) Karena anak tersebut menggunakan barang pemberian tersebut 

untuk hal-hal maksiat (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, 

Fathul Mu’in: 50); 
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3) Menurut al-Adzra’i, seorang ayah boleh saja menarik kembali 

hibahnya jika memang ayah tersebut butuh untuk membayar 

hutang atau butuh untuk menafkahi keluarga (Imam an-Nawawi, 

Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab: 50); 

4) Karena tidak adilnya pemberian orang tua kepada salah satu 

anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits: 

ْحُُيَ دِْب نِْعَب دِْالرَّحُ َنِْوَْْ ثَ نَاْيََ يََْب نُْيََ يََْقاَلَْقَ رَأ تُْعَلَىْمَالِكٍْعَنِْاب نِْشِهَابٍْعَن  حَدَّ
ْالْ ثََنهِِْعَن  ْمَُُمَّدِْب نِْالن ُّع مَانِْب نِْبَشِيْ ٍْيََُدِ  ن ُّع مَانِْب نِْبَشِيْ ٍْانََّهُْقاَلَْإِنَّْأَبََهُْأتََىْبهِِْرَسُو لَْْعَن 

كَْانَْلِْفَ قَالَْرَسُو لُْاِللهْصَلَّ ْنَََل تُْاب نِِْهَذَاْغُلََمًا ْقَد  ىْْاِللهْصَلَّىْاللهُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْفَ قَالَْإنّ ِ
هَذَا مِث لَْ نَََل تَهُْ وَلَدِكَْ أَكُلَّْ عَلَي هِْ فاَر جِع هُْ)رواهْْْْاللهُْ وَسَلَّمَْ عَلَي هِْ رَسُو لُْاللهُْ فَ قَالَْ فَ قَالَْلََْ

 مسلمْ(

“Yahya bin Yahya memberitahukan kepada kami, ia telah berkata, aku 

membacakan hadits kepada Malik dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin 

Abdurrahman dan Muhammad bin an-Nu’man bin Basyir, keduanya 

telah memberitahukan hadits ini dari an-Nu’man bin Basyir, ia telah 

berkata, suatu hari ayahnya (Basyir) menghadap Rasullah Saw dan 

mengatakan ‘Aku memberikan seorang budakku kepada anakku yang ini.’ 

Kemudian Rasulullah Saw bersabda ‘Apakah semua anakmu juga kau 

berikan (budak) seperti anak ini?’ Ia lantas berkata ‘Tidak.’ Maka Rasul 

Saw bersabda ‘Tariklah kembali (pemberianmu).’” (H.R. Muslim) 

5) Selain itu, menurut al-Asnawi, merupakan hal yang makruh 

apabila orang tua mengambil kembali hibah dari anak yang 

memiliki sikap berani kepada orang tuanya, dikarenakan hal 

tersebut bisa membuat anak menjadi lebih keras dan menimbulkan 

hubungan yang tidak baik di antara keluarga (Imam an-Nawawi, 

Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab: 50). Sehingga seorang ayah 

ataupun orang tua tidak serta merta dapat menarik kembali 

hibahnya tanpa memikirkan dampak kedepan terhadap hubungan 

keluarganya.  

3. Pencabutan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  

Dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) penarikan hibah 

diatur dalam Buku III yang mengatur tentang Zakat dan Hibah, Bab IV 
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tentang Hibah, Bagian Ketiga mengenai Menarik Kembali Hibah, diatur 

mulai dari Pasal 709 sampai dengan Pasal 723. Adapun di antara 

aturannya sebagai berikut: 

1. Wahib (pemberi hibah) dapat menarik hibahnya sebelum mauhub 

bih (harta hibah) diserahkan, hal ini diatur dalam Pasal 710 KHES. 

Hal ini dikarenakan peralihan kepemilikan atas barang hibah 

terjadi sejak diterimanya barang hibah oleh mauhub lah 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 709 KHES. 

“Peralihan kepemilikan mauhub bih kepada mauhub lah terjadi sejak 

diterimanya mauhub bih.” Pasal 709 KHES 

“Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri 

sebelum harta hibah itu diserahkan.”  Pasal 710 KHES 

2. Wahib juga dapat menarik kembali hibahnya meskipun mauhub bih 

telah diserahkan kepada mauhub lah, dengan syarat mauhub lah 

menyetujuinya. Sebagaimana Pasal 712 KHES berikut: 

“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan 

dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.” Pasal 712 

KHES 

3. Tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada 

kerabat pertalian nasab. Hal ini diatur dalam Pasal 714 ayat 1 

KHES 

“Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada 

saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak- anak 

saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik 

kembali hibahnya.” Pasal 714 ayat 1 KHES 

4. Orang tua dapat menarik kembali hibah dari anak-anaknya, dan 

dapat diperhitungkan sebagai warisan jika tidak disepakati ahli  

waris lainnya. Diatur dalam Pasal 714 ayat 2 dan 3 KHES 

“Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak 

menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.” Pasal 

714 ayat 2 

“Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan 

apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.” Pasal 714 

ayat 3 

5. Tidak dapat menarik kembali hibah ketika masih dalam hubungan 

pernikahan. 
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“Apabila suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, 

saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik 

kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.” 

Pasal 715 KHES 

6. Tidak dapat menarik kembali hibah apabila pemberi hibah 

menerima ganti atas harta hibahnya. Juga apabila harta hibah 

tersebut bertambah atau berkurang nilai yang melekat di 

dalamnya, semisal menghibahkan kuda yang kurus sehingga 

menjadi gemuk ataupun sebaliknya. Tidak boleh juga menarik 

hibah ketika barang hibah telah dipindah alihkan kepemilikannya 

dari penerima hibah kepada pihak lain. Serta tidak boleh menarik 

kembali hibah ketika salah satu pihak yang berakad hibah 

meninggal dunia, baik dari pemberi atau penerima hibah.  Hal-hal 

ini diatur dalam Pasal 716 sampai dengan seterusnya dalam KHES 

Bab IV tentang Hibah, Bagian Ketiga mengenai Menarik Kembali 

Hibah. 

Dari hal-hal di atas maka dapat diketahui bahwasannya dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat ditarik kembali hanya 

ketika dalam kondisi belum diterimanya barang hibah oleh pemberi 

hibah, atau apabila telah diterima maka penarikan hibah masih bisa 

terjadi dengan syarat persetujuan dari penerima hibah. Serta ketika 

dalam kondisi orangtua yang menarik kembali hibah dari anaknya. 

4. Pencabutan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai penarikan hibah 

diatur dalam Buku II mengenai Hukum Kewarisan Bab VI tentang 

Hibah Pasal 212. Sebagaimana diketahui bahwasannya Kompilasi 

Hukum Islam merupakan rangkuman aturan hukum dari beberapa 

kitab ulama fikih, maka isinya juga sekiranya sesuai dengan apa yang 

telah ulama-ulama fikih jelaskan, terutama pendapat jumhur ulama. 

Penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tegas dan 

padat, bahwasannya tidak dapat menarik hibah kembali, kecuali hibah 

yang diberikan orangtua untuk anaknya. Berikut bunyi Pasal 212 

Kompilasi Hukum Islam: 

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” 

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam 
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5. Pencabutan Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum  

    Perdata 

Hibah biasa dikenal sebagai schenking dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, mengenai penarikan hibah diatur dalam 

Buku Ketiga mengenai Perikatan, Bab X tentang Penghibahan, Bagian 

5 tentang Pencabutan dan Pembatalan Hibah, dalam Pasal 1688. 

Namun sebenarnya untuk masalah penarikan hibah sudah terbersit 

dari pengertian penghibahan dalam Pasal 1666 KUH Perdata dengan 

redaksi sebagai berikut 

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya 

kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. 

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-

orang yang masih hidup.” 

Dari redaksi Pasal 1666 KHU Perdata di atas secara tidak langsung 

dapat diketahui bahwasannya hibah tidak dapat ditarik kembali. 

Namun, lain halnya jika dalam penghibahan sudah diberikan syarat 

sebagaimana dalam Pasal 1672 KUH Perdata berikut: 

“Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan 

kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal 

dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh 

diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.” 

Kemudian di dalam Pasal lainnya pada KUH Perdata hibah dapat 

ditarik asallkan sesuai dengan syarat yang tertera Pasal 1688, yakni 

sebagai berikut:   

“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula 

dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 

1) jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 

2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut 

melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri 

penghibah; 

3)  jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk 

memberi nafkah kepadanya.” 

Pada Pasal 1688 KUH Perdata di atas terdapat tiga syarat bagi 

seorang penghibah untuk menarik hibahnya, dengan kata lain harus 

terjadi salah satu di antara tiga syarat di atas antara sehingga hibah 

dapat diperbolehkan untuk dicabut atau dibatalkan. 



 

 

 

|115  
 

Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah Kepada Anak  

Nadjematul Faizah & Siti Fatimatu Zahra 

 

 

al-Mizan, Vol. 5, No.2, hlm. 104-126, 2021,  

P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164 

Maksud dari Ayat 1 Pasal 1688 di atas ialah ketika syarat untuk 

melakukan hibah tidak terpenuhi oleh penerima hibah maka suatu 

penghibahan dapat dicabut. Misalnya diketahui bahwa penerima hibah 

belum lahir pada saat penghibahan terjadi, maka hibah yang terjadi 

pada saat itu dapat dibatalkan. 

Maksud dari Ayat 2 Pasal 1688 di atas ialah apabila penerima hibah 

melakukan atau ikut bekerjasama dalam melakukan upaya yang dapat 

mencelakai atau menghilangkan nyawa pemberi hibah, maka jika 

diketahui hal ini hibah yang diberikan kepada penerima hibah tersebut 

dapat dibatalkan. Maksud dari Ayat 3 Pasal 1688 adalah hibah dapat 

dibatalkan ketika pemberi hibah menjadi miskin dan kesulitan dalam 

ekonomi sedangkan penerima hibah tidak memberi nafkah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui kesesuaian putusan pengadilan Nomor 

6/Pdt.G/2015/PTA.Mks diperlukan analisa terhadap pertimbangan-

pertimbangan hukum Majelis Hakim. Adapun diketahui dari putusan 

di tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan bahwa gugatan 

yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan hibah 

yang telah diberikan kepada dua anaknya (Tergugat I/Tergugat I dan 

Tergugat II/Tergugat II) dinyatakan ditolak.  

Metode dalam penelitian ini adalah menganalisis secara sistematis 

atas poin-poin yang sekiranya menjadi kunci dari putusan dilihat dari 

aspek hukum formil, hukum materil, dan penalaran hukum untuk 

kemudian dilihat kesesuaian antara das sollen dan das sein.  

Pertama, dilihat dari pertimbangan hukum di atas, terdapat 

beberapa perbedaan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim di 

tingkat pertama dengan di tingkat banding, meskipun dengan amar 

putusan yang sama yaitu menolak gugatan Penggugat. Pada 

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan 

utama gugatan Penggugat ditolak ialah karena Pengugat tidak dapat 

mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya untuk 

membatalkan pemberian hibah. Dalam hal ini Penggugat ingin 

membatalkan hibah dengan alasan hibah yang diberikan tidak sesuai 

kemanfaatan, hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian harta dan sebab 
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perbedaan pemaknaan kata ‘dapat’ pada Pasal 36 Ayat 1 Undang-

Undnag Perkawinan. 

Berdasarkan Pendapat Ibnu al-Munayyar berkata adanya perintah 

untuk menuliskan dan mendiktekan utang, menjadi saksi atau 

menghadirkan saksi, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa 

perlu adanya atau perlu dilakukan. Hal-hal tersebut secara implisit 

mengartikan bahwasannya sebagai Penggugat perlu untuk 

menghadirkan bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatannya, dan 

kegiatan mendiktekan atas utang-utang merupakan suatu 

penggambaran dari pengakuan (yang dibenarkan), dan jika ada yang 

mendustakannya maka perlu membuktikannya (Ibnu Hajar al-

Asqalany, 2002:5).   

Kedua, beralih kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim 

tingkat banding, atas keberatan kesatu Penggugat/Pembanding yang di 

dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan di 

tingkat pertama. Menurut Penggugat/Pembanding putusan di tingkat 

pertama tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat 1, di dalamnya menyatakan 

bahwasannya orang tua selaku pemberi hibah dapat menarik kembali 

hibah dari penerima hibah yang merupakan anaknya, dan hibah 

tersebut dapat diambil selama pemberi hibah masih hidup, dengan 

alasan pemberian hibah secara sah dapat berlaku setelah pemberi hibah 

meninggal dunia.  

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya 

menggunakan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam 

Pasal tersebut “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang 

tua kepada anaknya”.  Majelis Hakim menyebutkan bahwasannya 

dalam Pasal tersebut tidak disebutkan ketentuan sahnya hibah setelah 

pemberi hibah meninggal dunia. Kecuali dalam status hibah wasiat, 

yang pemberlakuannya disyaratkan dengan meninggalnya pemberi 

hibah, sehingga sebelum meninggalnya pemberi hibah tersebut harta 

yang dihibahkan masih merupakan milik pemberi hibah. Juga 

mempertimbangkan adanya bukti berupa surat hibah tertanggal 7 

September 1998, yang di dalamnya tidak disebutkan syarat 

bahwasannya hibah yang diberikan tersebut dapat ditarik kembali oleh 

orang tua selaku pemberi hibah dengan alasan hibah baru akan sah jika 

pemberi hibah meninggal dunia.  
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Atas hal ini, penulis berpendapat bahwasannya meskipun di sini 

Penggugat/Pembanding telah salah dalam mencari dasar hukum, yakni 

dengan menyebutkan Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Akan 

tetapi hal tersebut tidak menjadi inti masalah, sebab tugas untuk 

mencari dan menemukan hukum objektif dalam hukum acara perdata 

adalah mutlak kewenangan dan kewajiban hakim, dan bukan 

kewajiban para pihak yang berperkara (Harahap, 2018:821).  Mengingat 

hakim dianggap mengetahui segala hukum atau ius curia novit, 

sehingga hakim akan tetap memeriksa perkara sebagaimana dalam 

perkara ini, dan para pihak yang berperkara (terkhusus 

Penggugat/Pembanding pada pembahasan ini) tidak wajib untuk 

membuktikan hukum yang harus diterapkan, sebab hal tersebut telah 

menjadi kewenangan Hakim yang dianggap telah mengetahui segala 

hukum (Soepomo, 1993:85).  

Ketiga, pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan dalam 

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai hibah 

baru akan sah  setelah pemberi hibah meninggal dunia, dalam hal ini 

penulis setuju atas pertimbangan ini. Karena memang dalam redaksi 

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan ketentuan tersebut. 

Keempat, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya 

yang mempertimbangkan tidak adanya syarat dalam surat hibah 

tertanggal 7 September 1998 untuk dapat menarik kembali hibah orang 

tua (pemberi hibah) dengan alasan hibah berlaku secara sah setelah 

pemberi hibah meninggal dunia. Pada bagian ini penulis memiliki 

pendapat berbeda mengenai keharusan adanya syarat yang 

dicantumkan agar orang tua dapat menarik kembali hibahnya. Penulis 

berpendapat bahwasannya penarikan hibah yang dilakukan oleh orang 

tua atas hibah yang telah diberikan kepada anaknya tidak 

mensyaratkan adanya pencantuman dalam surat hibah yang 

menyatakan orang tua dapat mengambil kembali hibahnya. Hal yang 

melandasi perbedaan pendapat penulis ialah: 

1. Adanya hadits yang menguatkan kebolehan orang tua untuk 

menarik kembali hibah dari anaknya. Meskipun terdapat 

perbedaan pendapat Ulama terkait hadits ini, namun dalam hal 

ini jumhur Ulama –madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab 
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Syafi’i– membolehkan orang tua untuk dapat menarik kembali 

hibah yang telah diberikan kepada anaknya (Ibnu Hajar al-

Asqalani, h. 526). 

2. Melihat kepada bunyi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang 

tidak menyebutkan mengenai keharusan orang tua terlebih 

dahulu membuat syarat dalam surat hibah untuk dapat menarik 

kembali hibahnya. Adapun berikut bunyi Pasal 212 Kompilasi 

Hukum Islam: 

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 

anaknya.” 

3. Meskipun terdapat Pasal yang berdekatan dengan hal ini, akan 

tetapi ketentuan yang disebutkan berbeda. Pasal yang dimaksud 

adalah Pasal 1672 KUH Perdata, pada Pasal tersebut 

mencantumkan mengenai syarat untuk harta hibah dapat 

dikembalikan jika penerima hibah atau ahli warisnya meninggal 

dunia, sehingga berbeda dengan apa yang dibahas pada perkara 

ini. 

4. Menilik kepada salah satu sumber dari Kompilasi Hukum Islam 

yaitu dalam Fathul Mu’in, yang tidak juga menyebutkan 

keharusan adanya syarat sebagaimana di atas untuk orang tua 

sebagai pemberi hibah untuk dapat menarik kembali hibah dari 

anaknya. Adapun yang disebutkan di dalamnya antara lain 

mengenai kebolehan bagi orang tua (baik ayah ataupun ibu) 

untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada 

anaknya, hal-hal yang menjadikan orang tua boleh menarik 

kembali hibah dari anaknya, hal-hal yang menjadikan orang tua 

tidak boleh menarik kembali hibah dari anaknya dan sebagainya. 

(Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu’in Jilid 2, h. 

293). 

Kelima, mengenai pertimbangan hukum hakim pada halaman 5 

Putusan No. 6/Pdt.G/2015/PTA.Mks dikatakan bahwasannya ‘hibah 

yang diberikan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat 

II/Terbanding II dilakukan semasa Penggugat/Pembanding masih 

berstatus suami dari Tergugat III/Terbanding III. Sehingga hibah 

dilakukan atas persetujuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat 

III/Terbanding III, sebagaimana dalam bukti T1 dan T2, yang juga 

dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan pihak dari para 



 

 

 

|119  
 

Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah Kepada Anak  

Nadjematul Faizah & Siti Fatimatu Zahra 

 

 

al-Mizan, Vol. 5, No.2, hlm. 104-126, 2021,  

P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164 

Tergugat/Terbanding.’ Masih dalam pertimbangan hukum pada 

putusan yang dimaksud, dikatakan bahwa dari hal-hal tersebut apabila 

memang hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian dari harta bersama 

Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III maka 

dimungkinkan untuk hibah tersebut dicabut kembali dengan bersandar 

kepada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pembatalan 

hibah dapat dikehendaki apabila telah ada persetujuan Tergugat 

III/Terbanding III selaku mantan istri Penggugat/Pembanding.  

Mengenai hal ini, penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan 

pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas. Mengenai 

dikuatkannya persaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan pihak para 

Tergugat/Terbanding yang meyatakan bahwa penghibahan dilakukan 

pada masa Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III 

masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan apa yang 

tertera dalam alat bukti T1 dan T2, pada bukti yang dimaksud diketahui 

surat persetujuan dan perjanjian hibah dibuat pada tahun 1998 

sedangkan perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 

III/Terbanding III ialah di tahun 1996, hal ini sesuai dengan yang 

tercantum dalam duduk perkara pada putusan Nomor 

185/Pdt.G/2014/PA.Br.  

Keenam, masih dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim 

mengenai ‘apabila memang hibah yang diberikan melebihi 1/3 bagian 

dari harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat 

III/Terbanding III maka dimungkinkan untuk hibah tersebut dicabut 

kembali dengan bersandar kepada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.’ 

Pertimbangan hukum ini berbeda dengan pertimbangan hukum 

Majelis Hakim pada poin sebelumnya.  

Terkait hal ini penulis berpendapat bahwasanya Pasal 210 Ayat 1 

bukan merupakan Pasal yang tepat untuk digunakan dalam perkara 

pembatalan hibah ini. Sebab tujuan dari ketentuan Pasal 210 Ayat 1 

ialah untuk melindungi hak para ahli waris, sedangkan pada perkara 

ini yang dihadapi adalah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat 

II/Terbanding II yang merupakan anak dari Penggugat/Pembanding itu 

sendiri. Ketentuan Pasal 210 Ayat 1 sekiranya sebagaimana ketentuan 

yang ada pada Pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 
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ketentuan pada Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yang pada ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat maksud untuk 

melindungi hak ahli waris dari pembagian hibah yang dilakukan oleh 

orang tuanya kepada orang di luar ahli waris yang jumlahnya melebihi 

dari aturan yang diperkenankan.  

Ketujuh, mengenai pertimbangan hakim “…akan tetapi 

pembatalan hibah dapat dikehendaki apabila telah ada persetujuan 

Tergugat III/Terbanding III selaku mantan istri 

Penggugat/Pembanding”, pada pertimbangan hukum ini, penulis 

berpendapat sama. Meskipun penulis memiliki perbedaan pendapat 

mengenai waktu penghibahan, yang mana penulis berpendapat 

bahwasannya penghibahan dilakukan setelah perceraian.  

Akan tetapi bila dilihat dari salah satu dalil gugatan 

Penggugat/Pembanding yang tertera dalam duduk perkara putusan 

Pengadilan Agama Barru Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Br, kedua objek 

hibah yang dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat 

II/Terbanding II adalah masih merupakan harta bersama. Dari hal 

tersebut, penulis memperkirakan harta bersama yang didapatkan 

selama masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 

III/Terbanding III ialah belum dibagi setelah perceraian. Sehingga, 

dalam hal ini jika harta bersama antara mantan suami dan istri belum 

dibagi maka dapat dikatakan masih milik bersama, dan penggunaan 

harta bersama masih memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. 

Tidak diperbolehkan salah satu pihak melakukan pemindahan harta 

bersama dalam bentuk apapun jika tanpa adanya persetujuan dari 

kedua belah pihak (pihak suami dan istri). Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “Suami atau isteri tanpa 

persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta 

bersama.” 

Kedelapan, Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan 

hukumnya juga menyebutkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak 

mengajukan alat bukti pada persidangan tingkat banding, yang mana 

hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya dalam suatu 

perkara (terkhusus perkara perdata) alat bukti merupakan hal yang 

sangat penting. Sehingga apabila salah satu pihak tidak dapat 
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menguatkan dalilnya melalui pembuktian, maka hal tersebut akan 

sangat berpengaruh terhadap putusan Hakim.  

Kesembilan, terhadap pertimbangan hukum hakim yang 

menambahkan dasar hukum terhadap biaya perkara, hal ini sudah 

sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 192 Ayat 1 

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), dengan bunyi 

“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya 

perkara.” 

Kesepuluh, dalam gugatan Penggugat/Pembanding disebutkan 

alasan-alasan yang menyebabkan Penggugat/Pembanding menggugat 

pembatalan hibah. Setidaknya terdapat tiga alasan yang disebutkan. 

Namun dari ketiga alasan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan 

hukumnya tidak membahas salah satu alasan Penggugat/Pembanding, 

yaitu perbedaan pemaknaan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "mengenai harta 

bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.  

Penggugat/Pembanding berpendapat kata “dapat” pada pasal tersebut 

bukan syarat kumulatif, sehingga Penggugat/Pembanding dapat 

mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila memang dirasa hibah 

yang diberikan pemanfaatannya sudah tidak sesuai. Majelis hakim 

dalam pertimbangan hukumnya tidak membahas alasan ketiga 

gugatan pembatalan hibah Penggugat/Pembanding sebagaimana di 

atas. 

Penulis berpendapat ada baiknya Majelis Hakim turut 

mempertimbangkan alasan Penggugat/Pembanding sebagaimana di 

atas dengan cara menafsirkan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan cara interpretasi gramatikal. 

Melakukan penafsiran suatu pasal oleh hakim adalah diperbolehkan, 

sebab mengacu pada aliran hukum yang dianut Indonesia adalah aliran 

rechtsvinding. Yang mana, pada aliran rechtsvinding hakim membuat 

keputusan berpegang kepada peraturan perundang-undangan namun 

tidak terikat selayaknya pada aliran legisme, hakim masih memiliki 

kebebasan dan kewenangan  untuk menafsirkan undang-undang 

dan mengartikan yurisprudensi di samping aturan dari undang-

undang saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 
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Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 “hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 

PENUTUP 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga gugatan 

pembatalan hibah yang gugat oleh ayah kepada kedua anaknya ini 

ditolaknya. Adapun dari beberapa pertimbangan hukum yang 

disebutkan Majelis Hakim, penulis berpendapat  terdapat dua 

pertimbangan hukum utama yang paling menguatkan sehingga 

gugatan/banding Penggugat/Pembanding ditolak, yaitu: pertama, 

karena Penggugat/Pembanding yang tidak mengajukan alat bukti pada 

persidangan. Kedua, karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat 

III/Terbanding III selaku mantan istri Penggugat/Pembanding. Majelis 

Hakim mempertimbangkan persetujuan Tergugat III/Terbanding III 

mengingat penghibahan yang dilakukan dalam perkara ini ialah 

penghibahan atas harta bersama. 

Meskipun penulis memiliki beberapa perbedaan pendapat 

terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, –diantaranya mengenai 

pertimbangan hukum yang perlu menyebutkan syarat dalam surat 

hibah untuk dapat menarik kembali hibah, juga pertimbangan Majelis 

Hakim yang menguatkan kesaksian para saksi,  –di  sini penulis 

berbeda pendapat dan memandang kesaksian Saksi I seharusnya tidak 

dapat didengar sedangkan Saksi II cacat materil untuk dijadikan 

sebagai saksi–, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang 

menjadikan Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah 

salah satu pertimbangan untuk penarikan hibah dari ayah kepada 

anak–, namun pada akhirnya penulis setuju terhadap keputusan 

Majelis Hakim untuk menolak gugatan pembatalan hibah pada perkara 

ini, karena pertimbangan hukum tidak adanya pembuktian dari pihak 

Penggugat/Pembanding yang dapat menguatkan dalil gugatannya. 
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